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MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN

NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025
TENTANG

 Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024
	Pemohon
	:
	Ever Mudumi dan Mada Marlince Rumaikewi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, Nomor Urut 3;

	Termohon
	:
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;

	Pihak Terkait
	:
	Robby Wilson Rumansara S.P., M.H dan Keven Totouw S.IP, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, Nomor Urut 1;

	Jenis Perkara
	:
	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

	Amar Putusan
	:
	Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

	Tanggal Putusan
	:
	 Rabu, 5 Februari 2025



	Ikhtisar Putusan
	:
	


Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Oleh karena itu, eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.
Berkenaan dengan eksepsi permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan. 

Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dst Dalil pokok permohonan angka 1 dan angka 2.


Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya ketidakprofesionalan KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan tidak diterimanya pendaftaran pasangan calon dari gabungan partai non-kursi DPRD Kabupaten Mamberamo Raya atas nama Terianus Levin dan Samuel Alle. Mahkamah berpendapat telah ternyata bahwa saudara Terianus Levin dan saudara Samuel Alle tidak pernah mendaftar di KPU Kabupaten Mamberamo Raya secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menjadi bakal calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024. Oleh karena itu, berkaitan dengan syarat-syarat pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon, jika hal tersebut benar Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan terhadap hal tersebut benar-benar menjadi bukti adanya pendaftaran yang dilakukan oleh Terianus Levin dan Samuel Alle, karena tanda terima pendaftaran yang seharusnya dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak dimunculkan dan tidak dibuktikan di persidangan. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan adanya ketidakprofesionalan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya adalah tidak beralasan menurut hukum;
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon yang sebagian besar mempermasalahkan terkait adanya tindakan-tindakan pelanggaran dari Termohon yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Mahkamah berpendapat telah ternyata persoalan yang didalilkan oleh Pemohon a quo telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu persoalan tersebut tidak relevan lagi dipermasalahkan di Mahkamah. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 11.648 suara – 2.847 suara = 8.801 suara (33,83%) atau lebih dari 520 suara; 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.
Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
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